
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 19 TAIIUN 2fiD

TENTANG

PERUBAEAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERA'NOMOR 03 TAET'N 2OO8TENTANG OR,GAJ\IISASI DAN TATA KER.,A DINAS.DINAS DAERAE
KABI'PATENBUOL

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

M@imbang : & bahwa dangan meningkarnya beban kerja di masing-mnsing bidang; pada
stttktur orgEds{si pada Dinas Pertadan, Perkebr$rn, dan petetnakan serta
Dinas Kelautan dan perikanan, dalam mewuJurrken [65it kerJa yang
berkualitas drn profesional, mqka perlu diadalan perubahau dau
penyesualan terhadap Dinas Pertaniaq pslfts[rrnnn, dan peternat<an diubah
meujadi Dius pertanian dan petemakau dau membent.k Diuas perkebuan
Kabupaten Buol;

b. bahwa bcrdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
di "tas, perlu membenurk Peraturan Da€rah tentang perubahan Kodua Atas
peraturau Daerah Kabupateu Buol Nomor 03 Tatuu 200g teffalg
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dllas Daerah Kabupaien Buol;

M€nglnget : 1. undang-{,/ndang Nomor g rahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(I*mbaran Negara Republik Indonesia Tahur l9z4 Nomor J5, Ta'$sban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun lggg (Lembaran Negara
Republrk Indonesia Tahun 1999 Nomorr69, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3390)i

2. Undang-Undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara
yang Bersih dau Bobas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan L€mbaran
Negau Republik Iudouesia Nomor 385 l);

4' Undang-undang Nomor il Tal'rn 1999 tertang pembentr*an Kabuparep
Buol, Kabupatcn Morowali dan Kabupaten Benggai Kepurauan (Lembaiatr
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1999 Nomor r79, Tambahan tf,ebarsn
Negara Repubtik Iudouesia Nouor 3900) sebagaiuaoa telah diuboh tteugan
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Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Uudang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pemberrtr*an lkbupaten Buol,

Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomot 3966);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 &ntang pemerintah Dacrah

(,embaran Negara Republlk lndonesia Tahun 2004 Nomor t2j, Tambatran

Lembarstr Negara Republik Indonesia Nomor 4432) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tabun

2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-usdary Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (rrmbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahau Lembarau Negara Republik Ludonesia Nomor
4844);

6. Peraturan Pcmcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pcngangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Snruktural (Lembaran Negara
Republik Indouesia Tahuu 2000 Nomor r97, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 401g) sebagaimana telah dlubah dengan
Pemturan pemrerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 3g Tahun 2007 tentang pembaglan Urusan
Pemerintahan antaE pemerintah, pemerintahan Daerah propinsi dan
Pemerintahan Daerah KabupatenA(ota (rmbaran Negara Republik
Iudouesia Tahun 2007 Nomor g2, Tambaban Lembaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 4737);

8.. Pcrat'ran Pcmerintah Nomor 4l Tahun 2007 tentang Organisasi pcrang:kaf

Daerah (*mbaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2007 Nomor g9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9.. Perahran Daerah Kabupaten Buol Nomor 0l Tahun 200g tentang Urusan
Pemeriuahsn daerah lfubupateu Buol (Lembaran Daerah Kabupaten Buol
Tahun 2008 Nomor 0l);

10. P€raturan Daeiah Kabupaten Buol Nonsr 03 Tahun 200g tentang
Organisasi dan Tata Ke{a Dinas_Dinas Daerah Kabupaten Buol (Lembaran
Daerah Kabupaten Buol Tahun 200g Nomorb3);



Dengan PerretuJuan Bercama

DDWAII PE.RWAKILA}I RAKYAT DAERAH KABUPATDN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERA?URAN DAERAH TENTANG PERUBAITAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAII NOMOR 03 TAET'N 2MS TENTA}IG
ORGANISASI DAN TATA KERIA DINASDINAS DAERAE
KABTIPATENBUOL.

Parel I

Beberapa teteaaran dalam Perafimn Daerah Kabupaten Buol Nonor 03 Tahun 200g Tentang
organisasi dan Tala Kerja Dinas-Dinas Daerah lGbupaten Buol ( Lembaran Daerah Kabupatar
Buol Tahun 2008 Nomor 03) diubah sebagai brrikut :

1' Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf j dtubah dan ditambahkan satu huruf yattu huruf p ,
sehiugga keseluuhan pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasd 2

(1). Dengan Peraturan Daerah ini dibent'k Dinas - Dinas Daerah Kabupaten
(2). Dtnas-Dinas Da€rah Kabupaten sebagaimana dima&sud dal"'n ayat (1) terdirl dari :

a" Dinas Pendidikau, pemuda dan Olah Raga Kabupaten Buol;
b, Dinas Kesehatan Kabupaten Buol;

c. Dinss pskerjaan Umum Kabupaten Buol;

d. Dinas Tata Ruang dan penrmaban Kabupaten Buol;

e. Diuas Peftubunga4 Komunik;asi dafl [nfomlatiksKabupatetrBuol;
f. Dinas Soslal Kabupaten Buol;

g Dinas Tenaga Keda dan Transmigrasi Kabupaten Buol;
h" Dlnas Koperasi, UMKM, perlndustrian don perdagangan Kabupaten Buol;
i. Dinas Kebudayaau dan pariwisata lkbupateu Buol; .

j. Dinas Pertanian dan petemakan Kabuparen Buol;
k" Dinas l1shrtautr Kabupaten Buol;

l. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Buol;
m- Diuas Kelsutan dan paikananKabupaten Buol;
n. Dinac Pendapatarl pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten;
o. Dinas Kependudukan dan Catotau Sipil Kabupaten Buol; daa
p. Dinas Perkebunan Kabupafen Buol.
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2. K€t€nfi8n Pasal 15 diubah sehingga keseluruhan pasal 15 berbuayi sebagaiberikut:

Pasrl 15

,. (l). Dinas Pertaniru dan Peternakan sebagaimsDs dinaksrd dal^.n Pasal 2 ey* (2) huuf i
terdiri dari :

KePala Di"a';

b. Sekrearis membawahi :

l. Sub Bagian Pcrcnsanaan dan kogram;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

3. Sub Bagiaa Keuangan dan Asct.

c. Bidang sarana dan prasarans agribisnis;

d. Bidang Tanaman patrgan;

e. Bidang Petemakan; dan

f. Bidang Hodikultura

:. (2).Bidang Sarana dan Prasarana Agrobisnis sebagaimana dimnksud ayat (l) huntf c

membawtrhi:

a- Seksi Pengolaharu Pemasaran dan Pennodalan;

b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan

c. Seksi Kelembagaan Petani, Pengolahan Lahar dsrl AL.

(3).Bidang Tanaean Pangan sebagaimana dimaksud ayat (l) huruf d membawahi :

a- Seksi Benih Bibit Tanaman Pangao;

b. Seksi Produ&si Tanaman Pangan; dan

c. Seksi Perlindungan Taruman Pangan

(a). Bidang Fetemakan sebagaimana rrimgksud ay6[ (1) huruf e membawahi :

a. SeksiPembibitanTemak:

b, Seksi horfuksi Temak dan

c. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

' (5). Bidang Hodikultura sebagaimana diamaksud ayat (l) hunrf fmembawahi :

a. Seksi Benih Bibit Hortikultura;

- b. Seksi Prcduksi Honikultura; dan

- c. Seksi Perlindmgan Tanaman Hortikulhua-



3. Ketentuan Pasal 18 diubab, sehingga keseluruhan pasal 18 berbunyi sebagalber{kut:

' Passl 18

(l). Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupafen Buol sebagaimana rlirnaksud dalam pasal 2 ayat

-, (2) huruf m terdiri meliputi:

a. Kepala Dirus;

- b. Sekretaris membawahi :

l. Sub Bagian Petercanaatr des Program;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan

3. Sub Bagian Keuangan danAset,

c. Bidang Perikanan Tangkap;

d. Bidang PerikananBudidaya;
. e, Bidang Pengolahan dan Pemasaran llasil Pertkanaq dan

f. Bidang lGlauun.

(2). Btdang Pedkanan Tangkap sebagaimana dimaksud ayat (1) hurufc membawahi :

' & Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

-- b. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan

c. Seksi Sumbet Daya Ikan

. I (3). Bidang Perikanao Budidaya sebagaimana dimaksrrd ayat (1) huruf d membawahi :

a- Seksi Sauna dau Prasatana Puikanan Budidaya;

- b, Seksi Pengembangan Budidaya; dan

c. Seksi Kesehatao Ikan dan Liugkungan-

(a). Bidang Pengolahn" dan Pemasaran Hasll Perikanan sebagaimana dimsksud ayat (1) huruf

eu€mbawal{:

a. Seksi Pelayanan Usaha & Perizinan Perlkanan;

b. Seksi Pembinrrn Mutu dan Peagolahau Hasil Perikanan; dan

c. Seksi Promosi & Pemasarqn Hasil Perikanan.

(5). Bidang Kclautan sclegeimanr dianaksud ayat (l) huruf f nernbawahi :

a, Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP);

b. Seksi Konservasil dan

. Seksl Pemberdayaan Masyarakat Pesisir & Pulau-Pulau Kecil,

3. Dlantara Pasal 19 dan Pasal 20 distsipkan 1 (satu) pasal yaltu pasal l9a yang berbunyt

sebagai berikut:
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Pasal 19a

(1) DiEss P€rkebunao sebagainana dinaksud dalam P.asal 2 ayat (2)hurufp terdiridari:

a KePala Dinqq;

b. Sekretaris mcmbawahi :

1, Sub Bagian Perencanaan dan Program;

2. Sub Bagian Kepegawaian dan [.]mum; dan

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c, Bidang Pcnbcnihan tt". hodt*si;

d. Bidang Perlinduogan Tanaman Perkebunan;

c. Bidang Pcngolahao L"htrt dan Hasil Pqkebunan; dan

f. Bidang Pengembangan Ekonomi, Permodalan dan Pemasaran-

(2) Bidang Penbcnihan dan hodr*si scbagrimann dimpksud ayat (1) htWf b nembewahi:

a. SeksiBenihdanBtbit;

b. Seksi Pcngombangan Tanaman Tahunan dan Semusim; dan

c. Seksi Sarana dan Prasarana

(3) Bidang Pedindungaa Tanaman Fer*cbunan scbagaimana dirnak'sud ayat (l) huruf e

membawahi:

e, Seksi Pengendalian Org;anisme Pengganggrr Tanaman Perkebunan;

b. Seksi Pengawasan Peredaran Pupuk dan Pestisida; dan

c. Seksi Pedinduagan Bengawasan dan Perizinan Usaha Pe'rkebrmaa.

(4) Bidang Pengolahan Lahao dan llasil Perkebunan sebagaimana dinaksud ayat (1) huruf d

meunbawahi :

a- Seksi Pengembangan lahan Perkebunan;

b. Seksi Pcngolahan llasil Perkebunan;'dar

c. Seksi Pengkajian Alat Mesin dan Penerapan Teknologi Perkebunan.

(5) Bidaag Pengembangaa Ekonomi, Permodalao dan Pemasaran sebagaimana dimaksud ayat

(l) hunrf e membowahi :

a. Seksi Promosi Anallsa Pangan;

b. Seksi Kelembagaan dan Kemitaan Usaha Perkebunan; dan

c. Seksi Pemasaran Hasil Pertebunan.
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: Pasrl tr

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinyg memerintahkan pengundangen Peraturan Daerah ini dengan

pelempatannya d{an Lembaran Da€rah Ksbupaten Buol.

Ditetapkas di Buol
padatenggal 18 Agustus 2009

di Buol
lSAgusfils 2009

KABTJPATEN

MACHMUDBACI,ILU

LEMBARAN DAERAH KABTIPATEN BUOL

TAET'N 2IX}IINOMORIg
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: PERATURAN DAEMH IGBUPATENBUOL
NOMOR 19TAHUN2OO9
TANGGAL lsAGUSTUS 2OO9

IAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI
DINA$ PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BUOL

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN PROGRAM

PETERN'.KANTANAMAN PANGANsar/il[/[ oAl{ PRASARiAN,/I

AGROBFNIS

SEKSI
PF[,lBlBlTAN TERNAK

SEKSISEKSI
PENGOI"AHAN, PEMASARAAI

DAN FERMODALAN

SEKSISEKSI
PROOUKSI TANAMAN PANGAN

SEKSI
PUPUK PESTISIDA AIAT DAN

KESEHATAN HEWAT{ DAN

MASYARAKAT VETERINER
KELEMEAGMN PETAiII.

PENGELOI-.cAN LAHAN D,qN

KEPALA DINA$

AMRAN



IAMPIRAf'I PERAruRAN DAERAH I(AEUPATEN BUOL
NOtvlOR l9TAHUNz(Xt9
TANGGAL lSAGUSTUS 2M9

$TRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEI-AUTAN DAN PERIKAT.IAN KABUPATEN BUOL

KEPALA DINAS

SUB BAGIAN

PERENCANAAN DAN
PROGRAM

PERIKANAN TANGKAP PERIKANAN BUDIDAYA PENGOI-AHAN & PEITASARAN I{ASIL
PERIKANAN

SARANA DAN PRASARANA
PERIKAIAN TANG}(AP

SARANA OAN PRASARANA PERIKANAN
BUDIOAYA

PELAYAMN USAHA & PERIZIMN
PERIKANAN

PENGAWASAN & PENGENDALAN
SUI,IBER DAYA KETAUTAN DAN

PERIKANAN

PENGEMBANGAN USAHA
PENANGKAPAN IKAN

PENGEMBANGAN BUOIDAYA PEMBINAAN MUTU & PEI'IGOLAI{AN
PERIKANAN

KESEHATAN IKAN OAN LINGKUNGAN PROMOSI & PEMASARAN HASIL
PERIKANAN

.AMRAN



I-AMPIRAN plnnruinn oneRAH TGBUpATEN BUoL
NOt\,tOR 19TAHUN2009
TANGGAL 1SAGUSTUS 20(D

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BUOL

.: '-

KEPAI.A DTNAS

SUB BAGIAN

PE]RENCANAAN DAN PROGRAM

PEMBENIHAN DAN PRODUKST PERI..INIX'NGAN TAMJIIAN
PERKBUNAiI

PENGOtiAILiAN L/AHAll DAN HASTL
PERKEBUNAN

PEI{GEMBANGAN EI(O1{OIII
PERMODALAII DAN PETIASARAIiI

SEKSI

BENIH DAN BIBIT

SEKSI
PENGENDALIAN ORGANISME

PENGANGGUTAMMAN

SEKSI
PENGEMBANGA}I LATIAN

PERKEBUNAN

SEKSI
PENGEMBANGAN TAIAMAT{

TAHUI{AN & SEMUSIM

SEKSI
PENGAWASAN PEREDARAN

PIJPUK & PESTISIDA

SEKSI
PENGOLAMN HASIL

PERKEBUNAN

SARANA DAN PRASARANA PERLINDUNGAN PENGAWASAI'I & PENGKAIAN ALAT MESIN &
PENEMPAN TEKNOLOGI

PERKEBUNAN

AMRAN


